
 xii 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU-BUKU 

A. Karim Nasution, Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat 

Mengenai Beberapa Masalah Hukum Acara Pidana, Jakarta, Dekan 

Fakultas Hukum Krisnadwipayana, 1978. 

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010. 

Andi Hamzah dan RM Surachman, Pre-Trial Justice Discretionary Justice, 

Dalam KUHAP Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta : 2015. 

Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi 

Daerah, Yogyakarta, FH UII Press Yogyakarta, 2005. 

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Pernada Media Group, 

Jakarta, 2007. 

Diharna, Administrasi pemerintah Daerah, Cirebon: Swagati Press, 2008. 

E. Sosrodanukusumo. Bonn, Tuntutan Pidana, Siliwangi, Jakarta, 2005. 

Harun M Hussein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta, 

Rineka Cipta, 1991. 

Ichsan Zikry dan Rekan, Pra Penuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara 

Disimpan, puluhan Ribu Perkara Hilang, Penelitian Pelaksanaan 

Mekanisme Pra Penuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012 – 2014”, 

Jakarta, LBH Jakarta dan MAPPI FH UI, 2016. 

 

xii 



 xiii 

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia 

Publishing, Surabaya, 2007. 

Jimly Asshidiqqie, Dalam Makalah Ilmiah, Penegakan Hukum, 2013. 

L.J.A Damen, et.al., Bestuurstrecht, System, Bevoegdheid, 

Bevoegdheidsuiteoefening, Handhaving, Den Hag , BJU Boom Juridische 

Uitgevers, Tweede Druk, 2005. 

Mardjono Reksodipoetro,  Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran penegakan 

Hukum Melawan Kejahatan), dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam 

Sistem Peradilan Pidana, 1994. 

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, PT 

Alumni,Bandung, 2009. 

Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah dan 

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1992. 

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, DP Universitas 

Diponegoro, 1995. 

------------------,  Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit 

UNDIP, Semarang. 

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000. 

Nicolai.P., et al, bestuursrecht, Amsetrdam, 1994. 

O.C Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana 

Khusus dalam pemberantasan Korupsi, Bandung, Alumni, 2006. 



 xiv 

 

Philipus M.Hadjon dan rekan, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Cetakan 

Kesebelas, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011. 

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Depok, Raja Grafindo 

Persada, 2014. 

Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan 

Hukum, Bandung : CV Mandar Maju, 2001. 

---------------------------------, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada 

Media, Jakarta, 2014. 

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1990. 

R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Jakarta : W. Versluys N.V., 

1957. 

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung, Citra Aditya 

Bakti, 2007. 

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika 

Offset, 2008. 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1984. 

--------------------------------, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010. 

Soewarno Handayadiningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, 

Jakarta, Haji Masagung, 1986. 

S.P. Siagan, Filsafat Administrasi, Jakarta : Gunung Agung, 1970. 



 xv 

Sujamto, Aspek – Aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 1996. 

Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta : Ghalia Indonesia, 

1996. 

Tanto Lailam, Pengantar Ilmu Hukum Adiministrasi Negara, Yogyakarta : 

Prudent Media, 2012. 

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta, Sumur 

Bandung, 1967. 

Yesmil Anwar & Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung, 

2011. 

B. Sumber Lain 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. PER – 036/A/JA/09/2011 

Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak 

Pidana Umum. 

Angga Nugraha, Jurnal : Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam 

Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan, Universitas 

Atmajaya, Yogyakarta. 

Dayat Hadijaya dan rekan, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik POLRI 

Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, dalam Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2 (2014) 

35-52, Universitas Lampung, 2014. 



 xvi 

Philipus M.Hardjon, Fungsi Nomratif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan 

Pemerintahan yang bersih, Makalah yang disampaikan pada Operasi 

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, Surabaya. 

Noor Rochmad selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam 

Lokakarya Komisi Kejaksaan. 

SF Marbun dan rekan, Dimensi – Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi 

Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001. 

  


